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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu permasalahan sosial yang sangat kompleks di Indonesia adalah kemiskinan. 

Dari tahun ke tahun kemiskinan menjadi topik yang hangat untuk di bahas karena tidak 

hanya menyangkut kehidupan seseorang, tetapi akan mengarah kepada keluarga, 

kelompok, dan masyarakat yang sangat luas. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat 

berat dalam pembangunan yang melanda setiap bangsa, bahkan bangsa maju sekalipun 

masih memiliki kantong-kantong kemiskinan. Kemiskinan sebuah problema yang terus 

menjadi masalah sepanjang sejarah Indonesia. Dalam negara berkembang tidak ada 

masalah yang lebih besar dari pada masalah kemiskinan. Sehingga terdapat berbagai 

macam program pembangunan nasional untuk menanggulangi kemiskinan. Pemerintah 

suatu negara akan berjuang untuk menyelesaikan masalah kemiskinan karena keberhasilan 

mengurangi angka kemiskinan selalu menjadi indikator penilaian baik atau buruknya suatu 

masa pemerintahan. 

Kemiskinan menjadi masalah yang penting, sehingga menjadi suatu fokus perhatian 

bagi pemerintah. Masalah kemiskinan yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, 

budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan merupakan masalah yang belum terselesaikan 

sampai saat ini. Hal ini diperkuat oleh angka statistik yang memberikan informasi bahwa 

masih banyaknya jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah penduduk 

miskin di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 1.068,267 ribu orang atau 12,80 Persen 

pada tahun 2018. Pemerintah Sumatera Selatan berupaya untuk menurunkan angka 

kemiskinan dengan cara dibentuknya Program Bedah Rumah. Program tersebut diharapkan 

dapat menurunkan angka kemiskinan yang ada di Sumatera Selatan. 
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Tabel 1 Jumlah dan Persantase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sumatera Selatan 2017-2018 

 

 

No 

 

Kabupaten/Kota 

 

 

Jumlah Penduduk Miskin 

(ribu) 

 

Persentase Penduduk 

Miskin 

2017 2018 2017 2018 

1 Ogan Komering Ulu 46 336 45 711 12,95 12,61 

2 Ogan Komering Ilir 127 063 124 856 15,75 15,28 

3 Muara Enim 81 304 78 581 13,19 12,56 

4 Lahat 67 327 65 310 16,81 16,15 

5 Musi Rawas 55 958 54 746 14,24 13,76 

6 Musi Banyuasin 105 083 105 149 16,75 16,52 

7 Banyuasin 95 280 95 288 11,47 11,32 

8 Oku Selatan 38 628 37 867 10,98 10,64 

9 Oku Timur 72 809 70 648 11,00 10,57 

10 Ogan Ilir 56 845 55 867 13,58 13,19 

11 Empat Lawang 30 294 30 199 12,44 12,25 

12 Pali 26 745 25 779 14,53 13,81 

13 Musi Rawas Utara 36 455 36 191 19,49 19,12 

14 Palembang 184 407 179 320 11,40 10,95 

15 Prabumulih 20 720 20 945 11,42 11,39 

16 Pagar Alam 12 120 12 069 8,89 8,77 

17 Lubuk Linggau 29 543 29 741 13,12 13,02 

Sumatera Selatan 1 086 917 1 068 267 13,19 12,80 

     Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2019 

 Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan pada 

tahun 2017 mencapai 1.086,917 Orang (13,19 persen) kemudian pada tahun 2018 jumlah 

penduduk miskin di Sumatera Selatan mengalami penurunan menjadi 1. 068,267 orang 

(12,80 persen). Usaha pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan sangatlah serius, 

bahkan  merupakan salah satu program prioritas pemerintah Sumatera Selatan. Salah satu 

faktor yang mempengaruhi penurunan penduduk miskin di Sumatera Selatan adalah 

pertumbuhan ekonomi yang meningkat dibanding tahun lalu dan kenaikan nilai tukar 

petani sehingga menyebabkan peningkatan kesejahteraan petani. 
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Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya menyangkut masalah 

pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, 

gender, dan kondisi lingkungan merupakan dimensi-dimensi kemiskinan yang juga 

mempengaruhi kondisi seseorang dalam status kemiskinan. Dalam meningkatkan 

efektivitas penanggulangan kemiskinan di Kota Prabumulih. Pemerintah Kota Prabumulih 

menetapkan Surat Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 146/Kpts/Bappeda/2019 

tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Prabumulih. 

Tabel 2 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Prabumulih Tahun 

2010-   2018 

       Sumber: BPS Kota Prabumulih, 2019 

Dari tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa Kota Prabumulih pernah mengalami tingkat 

kemiskinan yang paling tajam pada tahun 2010 dimana tingkat kemiskinan pada tahun 

tersebut berada pada angka 12,93% lalu kemudian pada tahun 2014 tingkat kemiskinan 

Kota Prabumulih mengalami penurunan dengan menyentuh angka 10,86%. Ini merupakan 

prestasi yang perlu diulang agar pada tahun-tahun mendatang tingkat kemiskinan Kota 

Prabumulih dapat menurun. Namun pada tahun 2015 tingkat kemiskinan Kota Prabumulih 

mengalami kenaikan dengan angka 12,12%. Kemudian pada tahun berikutnya mengalami 

Tahun Garis Kemiskinan 

Proverty Line 

(rupiah) 

Penduduk Miskin 

Poor People 

Jumlah 

Total 

(000) 

Persentase 

Percentage 

 

2010 318 521 21,00 12,93 

2011 349 756 20,20 12,19 

2012 374 018 19,90 11,71 

2013 399 934 19,40 11,23 

2014 412 418 19,02 10,86 

2015 441 420 21,37 12,12 

2016 446 459 20,47 11,44 

2017 493 871 20,72 11,42 

2018 530 748 20,95 11,39 
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penurunan kembali dengan menyentuh angka 11,44% pada tahun 2016  dan pada tahun 

2017 mengalami penurunan kembali dengan menyentuh angka 11,42% dan selanjutnya 

pada data terakhir tahun 2018 turun kembali pada angka 11,39%.  

Penanggulangan Kemiskinan menjadi fokus utama Pemerintah Kota Prabumulih. 

Peletakan dasar pengentasan kemiskinan menjadi basis dalam peningkatan kesejahteraan 

masyarakat Kota Prabumulih yang menjadikan pemerintah memiliki siasat atau strategi 

yang khusus dalam melakukan pendekatan penanggulangan kemiskinan. Untuk 

menanggulangi kemiskinan di Kota Prabumulih WaliKota Prabumulih membuat kebijakan, 

program pembangunan rumah tidak layak huni di Kota Prabumulih yang berpedoman pada  

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Program ini merupakan 

strategi pemerintah Kota Prabumulih dalam penanggulangan kemiskinan. Terkhusus 

penduduk miskin di Kota Prabumulih yang rumahnya tidak layak huni, pembangunan 

rumah tersebut di peruntukan untuk masyarakat miskin yang rumahnya milik sendiri tetapi 

tidak layak untuk huni. Pemerintah Kota Prabumulih berinovasi agar  Prabumulih bebas 

dari rumah tidak layak huni. 

Umumnya masyarakat mengupayakan rumah setelah kebutuhan pangan terpenuhi 

dan bagi sebagian masyarakat, rumah dibangun secara mandiri sedikit demi sedikit secara 

bertahap. Rumah yang merupakan hak dasar, terutama bagi mereka guna membentuk 

keluarga yang sejahtera masih jauh dari harapan. Kondisi demikian terjadi pula di 

perkotaan khususnya rumah-rumah dibangun oleh keluarga yang termasuk dalam kategori 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Rumah merupakan salah satu jenis kebutuhan jasmani 

yang tergolong pada kebutuhan Primer atau kebutuhan dasar yang bersifat material yang 

memerlukan pemenuhan, karena  merupakan salah satu aspek kesejahteraan sosial. Hal ini 
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berarti, bahwa pemenuhan kebutuhan rumah berpengaruh terhadap derajat kesejahteraan 

masyarakat. Apabila  kebutuhan rumah ini tidak dapat dipenuhi maka masyarakat tersebut 

akan  mengalami hambatan dalam melaksanakan fungsi sosialnya.  

Pemenuhan kebutuan rumah sebagai  kebutuhan dasar tidak terbatas pada fungsi 

fisik, yaitu melindungi orang-orang di dalamnya dari ancaman dan gangguan yang berasal 

dari luar rumah, seperti panas, angin, hujan dan gangguan keamanan. Akan tetapi rumah,  

sesungguhnya memiliki fungsi non fisik, yaitu tempat yang menjamin kelangsungan  hidup  

atau reproduksi, pelembagaan nilai, norma dan pengembangan pola relasi sosial atau  

sosialisasi, memberikan rasa damai, nyaman, tenteram dan meningkatkan harkat dan 

martabat. 

Memenuhi kebutuhan rumah yang dilakukan Pemerintah adalah dalam rangka 

peningkatkan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sebagai kebutuhan dasar manusia 

rumah  merupakan  syarat untuk memperoleh  kesejahteraan. Rumah sebagai  kebutuhan 

dasar manusia, dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan juga berfungsi sebagai sarana 

pembinaan  keluarga,  maka  kebutuhan  perumahan  merupakan suatu  kebutuhan yang 

harus dipenuhi. Sudah menjadi kewajiban negara dalam rangka mensejahterakan warganya 

untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memenuhi kebutuhan akan 

perumahannya.  
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Tabel  3 Jumlah Pembangunan  Rumah Tidak Layak Huni di Kota Prabumulih                 

Tahun 2014-2019 

 

Lembaga 
Tahun 

Total 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Baznas ( Zakat 

Pegawai) 
84 120 127 147 100 66 478 

Swasta-Csr 9 18 10 - - 2 39 

DPRD Prabumulih - - - 3 - - 3 

Polres Prabumulih - - - 3 - - 3 

Dandim - - - 3 - - 3 

Kementrian Agama 

Kota Prabumulih 
- - - 3 - - 3 

APBD – Pemkot 33 60 - 38 - - 131 

Kemenpera (PU&PR) 756 259 325 366 489 100 2.295 

Total 882 457 462 563 589 168 3.121 

 Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Dokumen Bappeda Kota Prabumulih 

Dari tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa masih banyaknya rumah tidak layak huni di 

Kota Prabumulih, program pembangunan rumah tidak layak huni ini sudah terlaksana 

mulai dari tahun 2014 sampai saat ini. Program pembangunan rumah tidak layak huni di 

Kota Prabumulih sampai tahun 2019 telah berhasil merehabilitasi rumah tidak layak huni 

berjumlah 3.121 rumah.  
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No Wilayah Jumlah 

(Unit) 

Tahun  

2014 2015 2016 2017 2018 2019  

1 KECAMATAN 

RAMBANG KAPAK 

TENGAH 

       

 Desa Junggai  27   5   

 Desa Talang Batu  9  27  22 20 

 Desa Karang Bindu  16  26  11  

 Desa Karangan  12 16 26 45  20 

 Desa Kembang Tanduk  31   29 39 20 

 Desa Karya Mulya  64 93   65 20 

 Desa Sinar Rambang     55 21  

 Desa Rambang Senuling     13 24  

 Kelurahan Tanjung 

Rambang 

  26  15   

         

2 KECAMATAN 

PRABUMULIH BARAT 

       

 Kelurahan Patih Galung  53  30  51  

 Kelurahan Prabumulih  7  18    

 Kelurahan Muntang 

Tapus 

 2      

 Kelurahan Gunung 

Kemala 

 4  38  66  

 Desa Tanjung Telang  13   14 26  

Tabel  4. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya  ( BSPS) dari Kemenpera (PU&PR) 
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 Kelurahan Payuputat  74  37  20  

         

3 KECAMATAN 

PRABUMULIH TIMUR 

       

 Kelurahan Tugu Kecil  4      

 Kelurahan Sukajadi  3      

 Kelurahan Gunung Ibul 

Barat 

 2      

 Kelurahan 

Prabumulihjaya 

 34   22 14  

 Kelurahan Karang Raja  22  43  27  

 Kelurahan Muara Dua  32   23   

 Kelurahan Karang Jaya  26   24 55 20 

 Kelurahan Gunung Ibul  33   10   

         

4 KECAMATAN 

PRABUMULIH 

SELATAN 

       

 Kelurahan Tanjung 

Raman 

 24 16  18   

 Kelurahan Majasari  22  22 18   

 Kelurahan Sukaraja  37 27  11   

 Desa Tanjung Menang  28 24 27    
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Pada tabel 4 diatas Kemenpera (PU&PR) pada tahun 2019 berhasil membantu 

merehabilitas 100 rumah. Setiap tahunnya Kemenpera (PU&PR) memberikan bantuan 

5 KECAMATAN 

PRABUMULIH 

UTARA 

       

 Kelurahan Wonosari  10   13   

 Kelurahan Anak Petai  40   16   

 Kelurahan Pasar I  4      

 Kelurahan Pasar II  8      

 Kelurahan Mangga Besar  39 29 31    

         

5 KECAMATAN 

CAMBAI 

       

 Kelurahan Cambai  27   11   

 Kelurahan Sungai 

Medang 

 5   13 25  

 Desa Sindur  4   12   

 Desa Pangkul  24   17 22  

 Desa Muara Sungai  16 28     

         

 Total  756 259 325 366 488 100 

         

 BSPS TAHUN 2019 100 
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melalui rehabilitas rumah tidak layak huni yang ada di Kota Prabumulih. Membantu 

masyarakat yang tidak mampu dalam memperbaiki rumah. Rumah yang awalnya tidak 

layak untuk di huni menjadi rumah yang layak untuk di huni. Salah satu program Wali 

Kota Prabumulih ialah membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk 

dapat memperbaiki rumah yang dihuni menjadi rumah layak untuk di huni. Rehabilitas 

atau bantuan memperbaiki rumah merupakan program pembangunan rumah tidak layak 

huni. 

 

 

Gambar 1. Rumah Tidak Layak Huni di Kota Prabumulih 

Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Dokumen Bappeda Kota Prabumulih 

Pada gambar 1  di atas dapat dilihat bahwa rumah tersebut dapat dikategorikan rumah 

tidak layak huni karena dinding masih menggunakan papan kemudian lantai dan atap 

belum memenuhi standar rumah layak huni sehingga dapat membahayakan keselamatan 

bangunan dan kesehatan penghuninya. Dengan adanya bantuan untuk rehabilitasi rumah 

tidak layak huni yang merupakan program dari Kota Prabumulih adalah harapan baru bagi 

masyarakat yang tidak mampu untuk bisa mendapatkan rumah layak, sehingga bisa 
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merasakan taraf kehidupan yang layak dan mengurangi kesenjangan sosial di lingkungan 

sekitar.  

Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni merupakan upaya memperbaiki 

kondisi rumah baik secara menyeluruh maupun sebagian pemugaran atau renovasi 

sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal. Pembangunan 

perumahan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk menyebabkan tidak 

semua masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya akan perumahan yang telah disediakan 

oleh pemerintah. Sehingga masyarakat dari golongan ekonomi lemah yang tidak mampu 

mengakses pembangunan perumahan, mencari solusi dalam memenuhi kebutuhan 

dasarnya tetapi tidak mempertimbangkan kelayakan rumah sebagai tempat tinggal. 

Program pembangunan rumah yang dilakukan Pemerintah Kota Prabumulih untuk 

masyarakat miskin merupakan gebrakan untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Kota 

Prabumulih. 

Tabel  5 Bantuan Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2020 

     Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan 

     Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Dokumen Bappeda Kota Prabumulih 

Dari tabel 5 dapat terlihat bahwa banyaknya rumah tidak layak huni milik sendiri di 

Kota Prabumulih. Pada tahun 2020 masih terdapat 233 jumlah rumah yang tidak layak 

No Kecamatan Desa/Kelurahan Jumlah 

1 Rambang Kapak Tengah 

 

Desa Karang Bindu 18 

2 Cambai 

 

Desa Pangkul 25 

3 Prabumulih Selatan 

 

Desa Tanjung Menang 29 

4 Prabumulih Timur 

 

Kelurahan Karang Jaya 35 

5 Prabumulih Barat 

 

Desa Tanjung Telang 35 

Total 233 
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huni. Dimana sebelumnya pemerintah Kota Prabumulih pada tahun 2014 sampai tahun 

2019 telah berhasil membangun rumah tidak layak huni milik sendiri di Kota Prabumulih 

sebanyak 3.121 rumah. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa di Kota Prabumulih 

terdapat banyak rumah yang tidak layak untuk dihuni. Sesuai dengan hal tersebut, maka 

dilakukan sebuah penelitian yang berjudul “Evaluasi Program Pembangunan Rumah 

Tidak Layak Huni di Kota Prabumulih”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja program 

pembangunan rumah tidak layak huni di Kota Prabumulih? 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan perumusan masalah di atas adalah untuk 

mengetahui kinerja program pembangunan rumah tidak layak huni di Kota Prabumulih. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Adapun kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

mengkaji masalah yang terdapat dalam Program Pembangunan Rumah Tidak Layak 

Huni. 

2. Manfaat Praktis 

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Kegunaan bagi peneliti, manfaat pribadi bagi peneliti adalah untuk memenuhi 

persyaratan akademis untuk meraih gelar sarjana pada program studi ilmu 

administrasi publik, fakultas ilmu sosial dan politik.  

b. Pemerintah Kota Prabumulih, hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk 

dapat menyempurnakan pelaksanaan  Program Pembangunan Rumah Tidak 

Layak Huni agar semakin baik. 
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